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1.1. Latar Belakang
Tanah adalah karunia Tuhan yang Maha Esa dan menjadi salahsatu

fungsi penting bagi kehidupan manusia. Manusia tidak bisa dipisahkan

dari tanah yang merupakan salah satu sumber dari penghidupan manusia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai

pemanfaatan tanah yang berbunyi bahwa fibumi, air, dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5

tahun 1960 tentang Pokok Agraria merupakan hukum tanah positif yang

berlaku di Indonesia hingga saat ini, tujuan dari Undang-Undang Pokok

Agraria adalah sebagai berikut :

a. Meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria Nasional,
membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan
rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

b. Meletakkan dasar-dasar untuk menandakan kesatuan dan
kesederhanaan.

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria diatas
diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai
oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain ataupun badan hukum. Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria
menjelaskan hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada
setiap orang ataupun badan hukum adalah hak milik, hak pakai, dan lain-
lain. Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas
tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukanya.

Masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan yang

khusus dari berbagai pihak, karena pembangunan yang terjadi sekarang



meluas di berbagai bidang, sehingga harus ada jaminan hak-hak atas tanah.
Untuk menghindari terjadinya perselisihan antara tiap-tiap manusia yang
membutuhkan tanah tersebut, maka dibuat peraturan-peraturan tentang
pertanahan yang berguna untuk mengatur segala aktifitas penggunaan
tanah di Indonesia, dalam hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Saat ini nilai jual tanah sangatlah tinggi akibat banyak orang yang
membutuhkan tanah bagi pembangunan oleh karena itu penjualan tanah
secara ilegal masih terus merajalela. Akhir-akhir ini mafia tanah juga
semakin aktif menjalankan aksinya di beberapa daerah. Para mafia tanah
ini memiliki berbagai macam modus yang digunakan untuk dapat
mengambil alih tanah orang lain. Beberapa modus mereka vyaitu
menguasai hak atas tanah yang luput dari regulasi Undang-Undang, juga
melakukan pemalsuan surat sehingga dapat menimbulkan sertipikat ganda.
Dengan sertipikat ganda tersebut mafia tanah dapat melakukan gugatan
kepada pemilik tanah yang sebenarnya ke pengadilan dengan dalih-dalih
juga argumentasi yang meyakinkan sehingga hakim kemudian dapat lebih
memihak mafia tanah tersebut. Modus-modus yang dilakukan oleh mafia
tanah sendiri sebenarnya dilakukan secara sistematis sehingga eksekusinya
dapat dengan apik dilakukan dengan tidak terendus.’

Konflik kepemilikan atas tanah yang umum terjadi pada saat ini,
misalnya seperti penyerobotan lahan milik seseorang secara ilegal tanpa
sepengetahuan pemilik lahan ataupun tumpang tindihnya kepemilikan atas
suatu objek tanah yang sama namun dengan lebih dari satu alas hak yang
dimiliki oleh lebih dari satu orang pemegang hak. Kebutuhan manusia
akan tanah yang semakin meningkat memicu oknum, baik individu-
individu atau lembaga-lembaga berbadan hukum, yang tidak beritikad baik
dan berupaya dengan segala kemampuannya untuk menguasai tanah dari

! Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Peradilan Khusus Pertanahan, (Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), h. 20.



orang-orang yang terhimpit kemajuan ekonomi dengan cara menyerobot
atau menduduki tanah liar, tanah terlantar atau tanah negara yang tanpa
alas hak yang cukup kuat? Petunjuk Teknis Pencegahan dan
Pemberantasan Mafia Tanah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria
Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor:
01/Juknis/D.V11/2018 menjelaskan bahwa mafia tanah adalah individu,
kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan
sengaja untuk Dberbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan
menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan,
dan yang dimaksud dengan tindak pidana dibidang pertanahan adalah
setiap perbuatan yang berkaitan dengan pertanahan yang diancam dengan
hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Progress yang disampaikan pada Siaran Pers Kementerian ATR
pada 18 Oktober 2021 menjelaskan bahwa pada tahun 2020 penanganan
kasus sesuai target operasi (TO) yang dapat dilakukan oleh Kementerian
ATR baru sebanyak 7 kasus, tahun sebelumnya 2019 sebelas (11) kasus
dan pada tahun 2018 sebanyak tujuh (7) kasus, contoh, di Sumatera Utara
saja terdapat seratus tujuhpuluh tiga (173) laporan kasus keterlibatan
sindikasi kejahatan mafia tanah. Salah satunya adalah sengketa lahan
perkebunan PT Wonorejo Perdana yang terletak di Kabupaten Padang
Lawas Utara. Data Kementerian ATR, Conferensi Pers, 18 Oktober 2021
menyebutkan di Surabaya dari tahun 2021 hingga 2022 ini ditemukan
empat (4) kasus mafia tanah yang sudah terungkap, pada kasus ini mafia
tanah tersebut melakukan pemalsuan dokumen, pengambilan tanah warga,
menjual aset orang yang sudah meninggal.* Kasus terbaru saat ini dimana

tertangkapnya mafia tanah yang bekerjasama dengan oknum Notaris,

% Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Peradilan Khusus Pertanahan, h. 28

¥ Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Pencegahan
Pemberantasan Mafia Tanah, (Direktorat Jendral Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan
Ruang Dan Tanah, 2018), h. 3.

* https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6138831/4-kasus-mafia-tanah-yang-pernah-
dibongkar-di-surabaya-setahun-terakhir, (diakses pada Kamis 30 Juni 2022 pukul 10.00 WIB).
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dimana oknum notaris tersebut di tetapkan menjadi tersangka. Perkara
tersebut pelakunya adalah asisten rumah tangga (ART) keluarga Nirina
Zubir khususnya mendiang ibundanya, Cut Indria Marzuki yang menjadi
korban mafia tanah. Tindakan kriminal itu dilakukan asisten rumah
tangganya yang telah bekerja kepada ibunya sejak tahun 2009 yang lalu.
Pelaku tersebut bernama Riri Khasmita. Pelaku Diduga ART-nya menurut
Nirina Zubir kejadian tersebut berawal saat ibunya merasa suratnya hilang,
lalu ibunya minta tolong kepada asisten rumah tangga pada 2009 untuk
diurus suratnya. Namun alih-alih diurus, surat tersebut disalah gunakan
dengan mengubah nama kepemilikan.’

Banyaknya penyebaran mafia tanah di Indonesia membuat
masyarakat perlu berhati-hati di dalam mempercayakan sesuatu khususnya
sertipikat tanahnya kepada orang lain guna mencegah dari hal-hal yang
tidak diinginkan terjadi. Banyaknya mafia tanah di Indonesia ini tidak bisa
diasumsikan bahwa Notaris dan PPAT adalah bagian dari mafia tanah.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) menyebutkan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya
disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai
hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Notaris dan PPAT yang menyalahi wewenang yang sudah
diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan Notaris dan PPAT

® Yunawati Karlina dkk, 2022, Pemberantasan Mafia Tanah Menggunakan Instrumen Hukum
Pidana Di Indonesia, Jurnal llmu Hukum Volume 2 Nomor 1.



sebenarnya sudah menciderai profesinya dan dampaknya membuat
kepercayaan masyarakat berkurang terhadap profesi Notaris dan PPAT
tersebut. Dalam hal ini peneliti tidak menyamakan antara mafia tanah dan
Notaris dan PPAT, namun dalam prakteknya tidak bisa dipungkiri bahwa
Notaris dan PPAT tersebut ada yang menyelewengkan amanah yang sudah
diberikan ini. Peneliti berpendapat dalam hal ini Notaris dan PPAT perlu
untuk melindungi jabatannya dari maraknya mafia tanah di Indonesia. Di
dalam Q.S Al Anfal ayat 27 Allah SWT berfirman:
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Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
Q.S AL Bagaroh ayat 282 menjelaskan agar saat bertransaksi perlu untuk
dituliskan dengan sebenar-benarnya dan di hadirkan para saksinya. Allah
SWT berfirman:
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Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah
orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah



(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah
walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi laki-laki di antara kamu.

Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertipikat. Sertipikat
merupakan alat bukti sah yang kuat dan autentik kekuatan sertipikat
merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai
alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang
membuktikan sebaliknya. Seseorang atau badan hukum akan mudah
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta
keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada,
jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan
sebagainya.’ Hukum positif di Indonesia sudah mengatur perbuatan pidana
menyangkut kejahatan tanah. Hanya saja, pasal-pasal tersebut tidak akan
dapat dikenakan begitu saja dengan mudah karena pada kenyataannya,
mafia tanah bersekongkol dengan oknum-oknum di lingkungan
pemerintahan pusat dan daerah, oknum Notaris dan PPAT hingga oknum
aparat penegak hukum, hingga oknum di pengadilan, mengutip pendapat
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia
Mahfud MD yang menyebutkan bahwa mafia tanah sudah merusak tatanan
hukum di Indonesia, tidak hanya di tingkat penyidikan, tetapi juga ke
ujung sistem peradilan, yaitu pengadilan. Sehingga kerap kali konflik
antara mafia tanah dengan rakyat adalah pertarungan antara yang kuat dan
yang lemah. Apalagi jika kita melihat banyaknya konflik agraria di
kawasan hutan dan perkebunan, kerap kali rakyat kecil/masyarakat adat
harus berhadapan dengan korporasi besar dengan kekuatan kapital yang
tidak terbatas.’

® Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi (Bandung: CV.
Mandar Maju, 1967), h. 5

" Yunawati Karlina dkk, 2022, Pemberantasan Mafia Tanah Menggunakan Instrumen Hukum
Pidana Di Indonesia, Jurnal 1lmu Hukum Volume 2 Nomor, h. 119.



Menurut Wakil Ketua MPR Rl Ahmad Basarah, dalam kata
sambutannya di acara seminar nasional Repleksi Akhir Tahun Memutus
Ekosistem dan Episentrum mafia tanah di Gedung GBHN Komplek
MPR/DPR RI hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 mengatakan
Perbuatan mafia tanah masuk dalam kategori kejahatan. Dalam KUHP,
beberapa delik pidana menjadi acuan pemidanaan dalam kejahatan tanah,
beberapa di antaranya:

a. Pasal 167 KUHP, yaitu masuk dalam rumah, pekarangan secara
melawan hukum, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan
atau denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.

b. Pasal 263 KUHP, yaitu membuat surat palsu yang dapat menimbulkan
sesuatu hak, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.

c. Pasal 266 KUHP, yaitu memasukkan keterangan palsu dalam suatu
akta autentik, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

d. Pasal 385 KUHP, yaitu secara melawan hukum menjual, menukar atau
membebani sesuatu hak tanah, diancam dengan pidana paling lama
empat tahun.

e. Pasal 378 KUHP, yaitu melakukan tipu muslihat, menguntungkan
orang lain atau tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan, diancam
dengan pidana paling lama empat tahun.

Maraknya mafia tanah ini menunjukkan bahwa tanah menjadi komunitas

investasi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan sehingga menarik minat

tertentu untuk memiliki dan menguasainya dengan berbagai cara sehingga

mengakibatkan adanya pelanggaran hukum, sengketa, dan konflik di

bidang pertanahan.®

Pasal 391 Rancangan Undang-Undang tentang KUHP yang sudah
final di jelaskan sebagai berikut:

& Yunawati Karlina dkk, 2022, Pemberantasan Mafia Tanah Menggunakan Instrumen Hukum
Pidana Di Indonesia, Jurnal llmu Hukum Volume 2 Nomor, h. 118.



a.

b.

Ayat (1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu
Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan
utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan
maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat
tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan
Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V1.

Ayat (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak
benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika
penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana

dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Pasal 392 menjelaskan sebagai berikut:

a.

Ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)

tahun, Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Surat terhadap:

1. Akta autentik.

2. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya
atau dari suatu lembaga umum.

3. Saham, Surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu
perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;

4. Talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu Surat
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢ atau tanda bukti
yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut.

5. Surat kredit atau Surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.

6. Surat keterangan mengenai hak atas tanah.

7. Surat berharga lainnya yang ditentukan dalam Peraturan
Perundang-Undangan.

(2) Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar

atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan



kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Tesis dengan judul APerlindungan Hukum Notaris/PPAT Dalam

Pemberantasan Mafia Tanah Di Indonesia0o, merupakan hasil karya yang

peneliti buat. Judul ini dibuat sebagai salahsatu syarat untuk kelulusan

program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi,

yang pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti

sebelumnya. Adapun contoh tesis dan jurnal dari beberapa mahasiswa

yang pernah meneliti dan menulis tesis yang menjadi acuan dan

perbandingan dalam penulisan tesis ini antara lain:

a.

Tesis, SURYA ADI NUGRAHA, Program Studi Magister
Kenotariatan Islam Malang, 2021, Judul Penelitian fiPrinip Kehati-
hatian Notaris Dalam Membuat Akta Sebagai Bentuk Perlindungan
Hukum Dari Tindak Pidana Pencucian Uango. Persamaan yang
dibahas pada penelitian diatas adalah pembahasan terkait prinsip
kehati-hatian, penelitian ini juga membahas terkait salahsatu modus
dari mafia tanah vyaitu pencucian uang dan nantinya salahsatu
penelitian ini akan dijabarkan pada penelitian ini. Perbedaannya
peneliti membahas tentang Perlindungan Hukum Notaris dan PPAT
Dalam Pemberantasan Mafia Tanah Di Indonesia penelitian ini akan
menjabarkan secara rinci terkait beberapa modus dari mafia tanah
yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Jurnal, DIAN CAHYANINGRUM, Pusat Penelitian Badan Keahlian
DPR RI, 2021, Judul Penelitian fiPemberantasan Mafia Tanaho.
Persamaan yang dibahas pada penelitian diatas adalah sama-sama
mengangkat topik dengan tema pemberantasan mafia tanah,
sedangkan perbedaannya adalah selain membahas tentang
pemberantasan mafia tanah, peneliti juga menganalisis tentang

penegakan hukum di dalam pemberantasan mafia tanah tersebut, dan
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perlunya bagi Notaris dan PPAT waspada terhadap maraknya mafia
tanah di Indonesia ini.

c. Jurnal, YUNAWATI KARLINA, dkk, Jurnal llmu Hukum Program
Studi Fakultas Hukum Bina Bangsa, 2022, judul penelitian
fiPemberantasan Mafia Tanah Menggunakan Instrumen Hukum
Pidana Di Indonesia0. Persamaan yang dibahas pada penelitian diatas
adalah  sama-sama membahas penegakkan hukum  dalam
pemberantasan mafia tanah, sedangkan perbedannya adalah selain
membahas tentang pemberantasan mafia tanah pada penelitian ini
peneliti ingin menjelaskan perlindungan hukum Notaris/PPAT dalam
pemberantasan mafia tanah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti diatas tidak sama
dengan penelitian ini. Penelitian diatas menjadi salahsatu acuan peneliti
dalam menulis tesis. Keresahan peneliti dari maraknya mafia tanah di
Indonesia membuat peneliti mengangkat tema yang akan dimuat dalam
judul tesis ini. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah
dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih
jauh terkait pemberantasan mafia tanah yang dituangkan dalam judul tesis
APERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS/PPAT DALAM
PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI INDONESIA.0

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Konsep Penegakan Hukum dalam Pemberantasan
Mafia Tanah di Indonesia?

1.2.2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam

kasus mafia tanah di Indonesia?
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Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1.3.1.

1.3.2.

Menganalisis tentang konsep Penegakan Hukum dalam
pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia.
Menganalisis tentang perlindungan hukum profesi Notaris/PPAT

dalam kasus mafia tanah di Indonesia.

Manfaat Penelitian

14.1.

1.4.2.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

pemahaman kepada pembaca terkait konsep penegakan hukum

dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

Khususnya bagi masyarakat indonesia yang agar lebih hati-hati

terhadap banyaknya modus mafia tanah yang mampu merugikan

pemilik hak atas tanah.

Manfaat Praktis

1.4.2.1. Menambah wawasan peneliti dalam modus-modus,
pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di
Indonesia.

1.4.2.2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister

KenotariatanUniversitas Yarsi.

Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses olah

pikir yang peneliti tuangkan dalam tulisan ini. Penelitian ini akan

memberikan bahasan tentang pengertian atas istilah terkait. Pembahasan

tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok

permasalahan usulan penelitian ini. Pembahasan tersebut yaitu :

1.5.1.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap
Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
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1.5.2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili
kekuasaan umum untuk membuat akta autentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau
berdasarkan  Undang-Undang lainnya, untuk kepentingan
pembuktian atau sebagai alat bukti.

1.5.3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang
diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai
hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, dan akta
pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan.

1.5.4. Mafia Tanah adalah mafia tanah adalah individu, kelompok, dan
atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk
berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan
terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan, terkait
tindak pidana dibidang pertanahan adalah setiap perbuatan yang
berkaitan dengan pertanahan yang diancam dengan hukuman
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®

1.6. Kerangka Teori
1.6.1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di
dalam kaedah-kaedah yang sesuai dan mengenjawantahkannya
dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian dari penjabaran nilai
tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Seoekanto menyebutkan
lima (5) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum,
yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

® Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Pencegahan
Pemberantasan Mafia Tanah, (Direktorat Jendral Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan
Ruang Dan Tanah, 2018), h. 3.
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b. Faktor Penegak Hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan
Hukum.

d. Faktor Masyarakat.

e. [Faktor Kebudayaan

Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum

terdapat pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan

prasarana hukum, substansi hukum, dan budaya hukum
menyangkut perilaku.*
1.6.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
olen hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk
mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan
politik untuk memperoleh keadilan sosial.**

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat
preventif dan represif, perlindungan hukum vyang preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan
tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam  mengambil
keputusan berdasarkan direksi, dan perlindungan yang represif

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk

19 Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Penerbit
Ul Press, 2008) h. 35.
! Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54.



14

penanganannya di lembaga peradilan.> Perlindungan hukum
preventif bermaksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta
memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan
suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif adalah
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan
hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa

atau telah dilakukan suatu pelanggaran.™

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini
adalah metode penelitian normatif yuridis yaitu penelitian
hukum dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas,** oleh
karena itu dapat disimpulkan pendekatan secara yuridis normatif
pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan
cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan
kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penelitian ini

1.7.2. Jenis dan Sumber Data
1.7.2.1. Jenis Data

12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina llmu,
1987), h. 29.

13 Satjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kom[pas, 2003), h. 121.

Y Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012), h. 30.
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Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang

terdiri dari peraturan perundang-undangan Bahan

primer yang akan digunakan pada penelitian ini

adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Pokok Agraria

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang
Peraturan Hukum Pidana

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah

7. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015
tentang Kementrian Agraria Dan Tata Ruang

8. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015
tentang Badan Pertanahan Nasional

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
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tahun 2016 tentang Penyelesaiam Kasus
Pertanahan
11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
12. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
13. Kode Etik Notaris
14, Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer, yang memberikan
penjelasan, menganalisa, dan memahami, mengenai
bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal,
makalah, kasus-kasus, dan pendapat para pakar-pakar
hukum.®
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan
hukum primer atau bahan hukum sekunder. Contohnya

seperti kamus dan ensiklopedia.'®

1.7.2.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yaitu dengan tinjauan pustaka
yang didapat dari kumpulan pendapat oleh para ahli hukum,
penelusuranartikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum
terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dan
perbandingan terhadap kasus terkait.

1.7.2.3.  Teknik Analisa Data
Analisis data dalam penelitian ini  dengan
menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, artinya data

15 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok
:Prenadamedia Group, 2016), h. 235.
16 Jonaedi Efendi dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, h. 173.
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yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan
dengan penerapan peraturan perundang undangan yang
berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang
akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang

ada.

Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun berdasarkan buku oPanduan Penyusunan Tesis

Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas

Yarsio dengan sitematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing

terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti

adapun perincian sebagai berikut adalah:

BAB |

BAB Il

BAB I11

PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian
Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode

Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN PPAT DALAM
KASUS MAFIA TANAH DI INDONESIA

Menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang
bersinggungan dengan Perlindungan Hukum Notaris dan
PPAT dalam Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia,
Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan

Umum tentang Notaris dan PPAT, dan Landasan Teori.

KONSEP PENEGAKAN HUKUM DALAM
PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI INDONESIA

Bab ini penulis akan menjabarkan tentang Proses
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BAB V
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Pemberantasan Mafia Tanah, Modus-Modus Mafia Tanah,
Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia serta
Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Mafia Tanah.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DAN
PPAT DALAM KASUS MAFIA TANAH DI
INDONESIA

Bab ini akan memuat penjelasan tentang perlindungan hukum
dalam Tatanan Negara Indonesia, Perlindungan Hukum Bagi
Notaris di Indonesia, Perlindungan Hukum bagi PPAT di
Indonesia, dan Upaya Notaris dan PPAT dalam Melindungi

Dirinya dan Profesinya dari Kasus Mafia Tnah di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan
pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-
saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang
dibahas.



